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Abstract

Accounting is an information system which produces the report to the parties concerned about the economic activities and condition of the company. Economic information generated is expected to be useful in the assessment and decision-making about the business entity concerned. Mining business is an activity to optimize the use natural resources mining (minerals) found in the Earth Indonesia.
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PENDAHULUAN

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi ekonomi yang dihasilkan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi, berupa laporan keuangan yang akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan dalam tahun berjalan terdapat proses pencatatan yang terus berulang setiap tahun buku. (Agoes dan Trisnawati, 2009:2).
Menurut Kieso (2007:4) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun setiap akhir periode untuk memberikan informasi keuangan baik untuk pihak internal  perusahaan maupun untuk pihak eksternal. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, masyarakat,  pemegang saham dan manajer. 

Sejarah perkembangan akuntansi yang  terjadi setelah revolusi industri menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal, sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal, dengan keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi sosial. (Chwasitak, 1999 dalam Yap dan Widyaningdyah, 2009).
Informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab social perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Gutrie dan Mathews, 1985 dalam Yap dan Widyaningdyah, 2009). 

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam  rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (Salim, 2003)
Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan PSAK no 33 pengelolaan kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia. Sehingga juga mampu mengetahui perencanaan apa saja pasca adanya perusahaan pertambangan di Indonesia.
Rumusan Masalah

1. Apa saja yang di atur dalam PSAK no 33?

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia?

3. Perencanaan apa saja Pasca adanya perusahaan Pertambangan di Indonesia?
Landasan Teori

ED PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum  mengatur perlakuan akuntansi:

1)  Aktivitas pengupasan lapisan tanah; Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara Akuntansi Pertambangan Umum ED PSAK No. 33 (revisi 2011) pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai asset (beban tangguhan), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai beban. Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup (average stripping ratio), yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.
2) Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; Provisi pengelolaan    lingkungan hidup harus diakui jika:
1. Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan.
2. Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul.
3. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan ( aset (beban tangguhan).
4. Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang ( beban.
Sementara PSAK 33 (1994): Akuntansi Pertambangan  Umum mengatur perlakuan akuntansi:

1) Aktivitas eksplorasi;

Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan  eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai  aset (beban tangguhan​).
2) Aktivitas pengembangan dan konstruksi;

Biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya yang ditangguhkan). Biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap.
3)  Aktivitas produksi (termasuk pengupasan lapisan tanah); 

Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tangguhan). Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakuin sebagai beban. Biaya produksi diakui sebagai persediaan. 
4) Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.
Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang diakui sebagai beban.

Penyempitan ruang lingkup ED PSAK 33 (revisi 2011) disebabkan adopsi IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources menjadi ED PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengatur akuntansi  terkait dengan aktivitas eksplorasi dan perubahan SAK lain yang mengatur akuntansi terkait dengan aktivitas pengembangan dan konstruksi. ED PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum tidak mengatur ketentuan transisi. Jika hal ini menyebabkan perubahan kebijakan akuntansi, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif (yang diatur dalam PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan). Perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan aktivitas eksplorasi (ED PSAK 64: Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral), aktivitas pengembangan (EDPSAK 19: Aset Tak berwujud dan KDPPLK), dan aktivitas konstruksi (PSAK 16: Aset Tetap).   
PSAK no 33

Banyak penelitian yang belum dilakukan untuk membahas masalah akuntansi lingkungan. Mihardika (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rencana IAI mengadopsi IFRS membuat pelaku industri di Indonesia harus menyesuaikan kebijakan akuntansinya terhadap PSAK yang terbaru. Di kuartal 3 2011 PSAK 33 (1994) tentang Pertambangan Umum mengalami revisi karena adanya adopsi IFRS 6: “Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”. Hasil adopsi IFRS 6 tersebut berakibat PSAK 33 (1994) dipecah menjadi 2 PSAK, yaitu PSAK 33 (revisi 2011).
Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum dan PSAK 64 (2011): peralihan dengan standar yang baru. dapat disimpulkan bahwa perubahaan PSAK 33 (1994) tidak berdampak cukup signifikan pada angka-angka di laporan keuangan namun dari sisi kebijakan yang diterapkan di perusahaan mengalami perubahan. ED PSAK 33 (revisi 2011): Akuntansi Pertambangan Umum  mengatur perlakuan akuntansi:

1)  Aktivitas pengupasan lapisan tanah; Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara Akuntansi Pertambangan Umum ED PSAK No. 33 (revisi 2011) pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai dan pengupasan tanah lanjutan yang dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah awal diakui sebagai asset (beban tangguhan), sedangkan biaya pengupasan tanah lanjutan diakui sebagai beban. Sebelum produksi dilaksanakan, dihitung terlebih dahulu rasio rata-rata tanah penutup (average stripping ratio), yaitu perbandingan antara taksiran kuantitas lapisan batuan/tanah penutup terhadap taksiran ketebalan bahan galian (seperti batubara) yang juga dinyatakan dalam satuan unit kuantitas.
 Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan berdasarkan rasio rata-rata tanah penutup. Dalam keadaan di mana rasio aktual tanah penutup (yaitu rasio antara kuantitas tanah/batuan yang dikupas pada periode tertentu terhadap kuantitas bagian cadangan yang diproduksi untuk periode yang sama) tidak berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka biaya pengupasan tanah yang timbul pada periode tersebut seluruhnya dapat dibebankan. Dalam hal rasio aktual berbeda jauh dengan rasio rata-ratanya, maka apabila rasio aktual lebih besar dari rasio rata-ratanya, kelebihan biaya pengupasan diakui sebagai aset (beban tangguhan). Selanjutnya, aset tersebut akan dibebankan pada periode di mana rasio aktual jauh lebih kecil dari rasio rata-ratanya.
2) Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup; Provisi pengelolaan  lingkungan hidup harus diakui jika:

1) Terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan.
2) Terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul.
3) Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan eksplorasi dan pengembangan ( aset (beban tangguhan).
4) Taksiran biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang ( beban.
 Kegiatan yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia 
Kegiatan pertambangan di Indonesia seringkali menimbulkan pro kontra yang datangnya dari berbagai arah. Mulai dari masyarakat setempat, pemerhati tambang, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Mulai dari air, pertambangan, hutan, hingga sumber energi. Pendapatan negara kita terbesar berasa dari sektor pertambangan baik minyak maupun pertambangan. Tetapi yang perlu diingat, pertambangan merupakan sumberdaya unrenewable,  yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumberdaya ini jumlahnya terbatas, sehingga kita harus dapat memanfaatkannya secara cerdas dan hati-hati.hingga lembaga swadaya masyarakat. Persoalan biasanya ditimbulkan akibat adanya masalah sengketa lahan, lingkungan maupun kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.
 Pasal 1 butir 6 Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diuraikan pengertian usaha pertambangan. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan penyelidikan sebuah studi eksplorasi bahan galian menjadi suatu keharusan yang harus dilalui. Tahapan penyelidikan tersebut dilakukan guna menghindari gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi, sehingga biaya penyelidikan dapat dikendalikan secara proporsional. 

Tahapan penyelidikan endapan bahan galian apabila mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), dimulai dari survei tinjau atau peninjauan wilayah yang menjadi sasaran samapai kegiatan eksplorasi bersifat detail atau rinci. Secara teknis, yang membedakan kegiatan penyelidikan survei tinjau dengan eksplorasi detail terletak pada:
1.  metode penyelidikan/penelitian yang digunakan; 
2.  jenis percontohan; 

3.  tingkat kerapatan contoh yang diambil. 
Adapun tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian adalah:
1.  Studi pendahuluan. 

Studi pendahuluan merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penyelidikan langsung di lapangan. 

2.  Survei tinjau. 

Survei tinjau merupakan kegiatan eksplorasi di lapangan, sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi bijih bahan galian.
3.  Eksplorasi pendahuluan (prospeksi). 

 Kegiatan eksplorasi pendahuluan dilaksanakan pada wilayah yang telah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang telah dilakukan sebelumnya.

4.  Eksplorasi umum. 

Kegiatan eksplorasi umum merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan, dengan cakupan luas areal penyelidikan lebih kecil.
5.  Eksplorasi detail atau rinci. 

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan: “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dana sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”.

Kegiatan eksplorasi rinci merupakan kegiatan tahapan penyelidikan lapangan terakhir yang dilakukan.
Masyarakat sekitar pertambangan menjadi pihak yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan yang ada di daerahnya. Namun, selama ini justru masyarakat yang ada di wilayah tersebut banyak yang kurang mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan yang ada. Jika hal ini dibiarkan, akan terjadi dampak sosial yang merugikan. Misalnya penutupan tambang dan pemblokiran jalan oleh masyarakat sekitar tambang. Bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Pihak pengusaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat duduk dalam satu meja untuk membicarakan program atau rencana pengembangan masyarakat yang dapat dikembangkan. Sehingga pada saat dilakukan kegiatan penambangan atau pasca tambang nantinya diharapkan masalah/dampak yang timbul dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali. Untuk selanjutnya diharapkan dampak positif dari sisi ekonomi maupun sosialbagi masyarakat yang ada di sekitarnya dapatsemakin meningkat sehingga pada akhirnya konflik yang akan terjadi antara pengusaha,pemerintah dan masyarakat setempat dapat diredam.

Pengusaha sendiri juga harus peka terhadap apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya dengan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, mendirikan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, memberikan sarana penerangan bila daerah tersebut belum ada lampu penerang atau memberdayakan masyarakat dengan ikut serta mendirikan kegiatan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomiannya,
Perencanaan Pasca Kegiatan Pertambangan di Indonesia 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Permen 18/2008) menjadi tonggak sejarah baru dalam industri pertambangan. Permen ini lahir untuk mengawal semangat investasi di subsektor pertambangan yang suatu saat akan berakhir seiring dengan hasbisnya cadangan komoditas mineral dan batubara karena telah ditambang. 

Pengalaman dari beberapa lokasi tambang yang sudah berakhir (minedout) tanpa didukung industri sektor lain yang meneruskan industri pertambangan di bekas lokasi tambang, mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun peraturan tersebut. Selain permasalahan ekonomi pascatambang, permasalahan lingkungan setelah operasional tambang berakhirsemakin mengemuka dan menjadi sorotanbanyak pihak, misalnya aktivis lingkungan hidup, masyarakat sekitar tambang. Kenyataan di lapangan juga banyak terdapat ‘warisan tangis’ tentang berbagai permasalahan degradasi lingkungan.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010). PP tersebutmerupakan ‘hasil upgrade’ dari Permen 18/2008. ‘Upgrade’ dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pascatambang bukan hanya ‘domain’ dari Kementerian ESDM, melainkan tanggungjawab semua pihak dan semua sektor.
PP 78/2010 menerapkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentang perlindungan kualitas air permukaan perlindungan keanekaragaman hayati stabilitas timbunan, pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya, serta memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat Secara umum PP 18/2008 memiliki muatan yang sama dengan Permen 18/2008. Namun beberapa butir penting pada PP 78/2010 menyempurnakan muatan dalam Permen 18/2008. Penyempurnaan tersebut diantaranya tambahan pada prinsip–prinsip lingkungan hidup mengenai perlindungan terhadap kuantitas air tanah, adanya jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi, serta meniadakan bentuk asuransi pada jaminan reklamasi. Istilah “penutupan tambang” pada Permen 18/2008 telah diganti menjadi “pascatambang” padaPP 78/2010, mempunyai konsekuensi yang “lebih berkelanjutan” dari sebuah kegiatan penambangan. 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pascatambang merupakan bagian dari tahapan pertambangan. Pascatambang merupakan bagian dari asas kausalitas adanya program pascatambang. Adapun individu dan institusi yang diidentifikasi sebagai stakeholder yang terkait dengan pro dan kontra suatu program/Proyek, oleh ODA (1995) dalam Maryono dikelompokkan ke dalam  stakeholder utama (primer) dan  stakeholder  pendukung (sekunder), dan stakeholder kunci. 

ODA (1995) menjelaskan bahwa gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat kemukakan kelompok  stakeholder seperti berikut:
 1. Stakeholder Utama (primer); merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu  kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

a. Masyarakat dan tokoh masyarakat: Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang di identifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat.

b. Pihak Manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
2. Stakeholder Pendukung (sekunder); yaitu stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
a.  Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.

b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

c.  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di bidang 

yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk organisasi massa yang terkait).

d. Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam 

pengambilan keputusan pemerintah.

e. Pengusaha(Badan usaha) yang terkait.
3. Stakeholder Kunci.  Stakeholder  kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten, DPR Kabupaten, Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.
Kesimpulan
Perubahaan PSAK 33 (1994) tidak berdampak cukup signifikan pada angka-angka di laporan keuangan namun dari sisi kebijakan yang diterapkan di perusahaan mengalami perubahan. ED PSAK 33 (revisi 2011). Dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang (Permen 18/2008) menjadi tonggak sejarah baru dalam industri pertambangan. Permen ini lahir untuk mengawal semangat investasi di subsektor pertambangan yang suatu saat akan berakhir seiring dengan hasbisnya cadangan komoditas mineral dan batubara karena telah ditambang. 

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong untuk menyusun peraturan tersebut. Selain permasalahan ekonomi pascatambang, permasalahan lingkungan setelah operasional tambang berakhirsemakin mengemuka dan menjadi sorotanbanyak pihak, misalnya aktivis lingkungan hidup, masyarakat sekitar tambang. Kenyataan di lapangan juga banyak terdapat ‘warisan tangis’ tentang berbagai permasalahan degradasi lingkungan.
Disimpulkan Usaha pertambangan di Indonesia  merupakan suatu  kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia. Apabila dalam kegiatan pertambangan di Indonesia dapat dijalankan dengan semestinya dan sesuai koridor yang ada baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun pengusaha maka akan tidak adanya tumpang tindih lahan yang terjadi baik dengan perusahaan tambang yang sejenis maupun dengan pihak kehutanan dan lingkungan.
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